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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tf!ntang Pernyataan tidak 
berlakunya Undang-Undang dan Peraturan pemerintah pengganti 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 1 O Tambahan Lembaran negara Nomor 238 jo Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 2901) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsl, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan · Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor · 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 1982 dan seianjutnya ditetapkan kembali melalui Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 12 Tahun 
1999 merupakan Badan Hukum. yang berwenang melakukan usaha 
pengurusan pasar dan fasmtas perpasaran lainnya dalam rangka 
pengembangan perekonemlan · Dae rah. serta rnenunlanq anggaran 
daerah dan perturnbunan ekonomi Daerah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas Perusahaan 
Daerah dimaksud, dihubungkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah 
serta dengan bertambahnya beban.fJan tanggung jawab yang dihadapi 
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya penggantian 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 yang diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan, efesien dan efektif guna 
peningkatan pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan · huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perusahaan Daerah Pasar Jaya: 

TENT ANG 
PERUSAHAANDAERAHPASARJAYA 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI· DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Mengingat 

mimbang 

PERATURAN DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 2 T/.4.HUN 2009 

.. - 
. · .. ,/ ·-·. ;~ 

... ,),;>':"'i 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437): 

5. Undang-Undang Nomor · 26· ·. Tahun 2007 tentang Tata Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Peme.rintah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik - Indonesia 
Tahun 20·01 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744): 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor ~3. Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia 
_Nomor 4866); 

8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 
O Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

9. Keputusan Bersarna Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan 
dan Koperasi Nomor 56 Tahun 1971, Nomor 103/KPN/1971 tanggal 
17 Mei 1971 jo. Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPBN/1979 
tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam memberikan lzin 
Tempat Usaha Perdagangan; . 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang 
Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang 
· Kepenguru~an Badan Usaha Milik Daerah; 

12. Peraturan J~enteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Ba~~ng Daerah yang sudah dipisahkan: . . 

13. Peraturan , . Menteri Perdangan . Nomor 53/M-DAG/PER/1212008 
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanlaan, dan Toko Modem. 

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat 
dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kakilima dalam wilayah 
Daerah Kh~sus lbukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta Tahun 1979 Nomor 15); 

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Daerah KhLisus lbukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23); · 

16. Peraturan Oaerah Nomor 2 -Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta 
di Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta (Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76): 

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 
(Lembaran Daerah Provlnsi Daerah Khusus lbukcta Jakarta 
Tahun 2007 Nomor 8); 

:~ 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan perangkat daerah sebagai 
i.msur penyelenggara pemerintahan daerah Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disebut Dewan 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

5. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

6. . Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar 
Jaya adalah Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsl Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

7. Direksi adalah Direksi PD Pasar Jaya. 

8. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Pasar Jaya. 

9. Direktur adalah Direktur PD Pasar Jaya. 

10. Sadan Pengawas adalah Sadan Pengawas PD Pasar Jaya. 

11. Pengelolaan Area Pasar adalah pengurusan dan pengembangan pasar 
berserta fasilitas penunjang. 

12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih 
dari satu balk yang dlsebut sebagai · pusat perbelanjaan, pasar 
tradislonal. pertokoan mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan 
lainnya milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang 
dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya. 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA 

MEMUTUSKAN: 

°' Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR 
JAVA. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINS! DAERAH 
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ' 

dan · 

Oengan Persetujuan Bersama 
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Pasal2 

(1) PD Pasar Jaya dalam Peraturan Daerah ini adalah PD Pasar Jaya yang 
didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1982 tentang 
Perusahaan Daerah Pasar Daerah Khusus lbukota Jakarta. · 

(2) PD Pasar Jaya sebagal Sadan Hukum berhak melakukan usaha-usaha 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

• i; 
,;: BAB II 

PENDIRIAN · 

:, ~- 

13. Area pasar ;adalah area yang dimiliki . dan/atau dike Iola oleh PD Pasar 
Jaya berupa pasar beserta fasilitas penun)ang. 

14. Fasilitas penunjang adalan prasarana dan sarana y~ng langsung atau 
tidak tangs~ng mendukung kegiatan pasar yang berada di area paser 
antara lain perkantoran, dan hotel. 

15. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan 
badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan 
tempat usaha berupa toko, kios, counter, los dan tenda yang 
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya atau koperasi 
dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli 
barang dagangan melalul tawar menawar. 

16. Pedagang · adalah orang atau badan hukum pemakai tempat usaha yang 
berdasarkan iztn Pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai 
tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa. 

17. T em pat usaha adalah tern pat juat beli barang dan/atau jasa dalam area 
pasar. 

18. Pemindahan hak adalan pengalihan hak pemakaian tempat usaha di 
pasar baik sementara maupun selama berlakunya hak pemakaian 
tempat kepada orang _atau badan hukum. 

19. Surat lzin Pemakaian Tempat Usaha adalah izin tertulis d~ri Direksi atas 
pemakaian tempat usaha di pasar. 

20. Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah bukti kepemilikan hak 
pernakaian tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 

. 20 (dua puluh) tahun yang dapat dijadikan agunan. 

21. Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak memakai tempat usaha di 
pasar untok jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar hak 
pemakaian tempat usaha di pasar dan kewajiban lain yang ditetapkan 
oleh Direksi. 

22. Hak Sewci adalah hak yang diberikan kepada seseorang danlatau badan 
hukum untuk menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu 
dan diikat .dengan perjanjian. 
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Pasal7 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokox sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, PD Pasar Jaya mempunyai fungsi : 
a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area 

pasar; 
b. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana kelengkapan area 

pasar; 
c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar: 
d. pengelolaan dan pengembangan area pasar: . 
e. pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar; 
f. bantuan terhadap stabilitas harga barang; 
g. bantuan terhadap ketersedlaan dan kelancaran distribusi barang dan 

jasa: 
h. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama; dan 
I. pengendallan keamanan dan ketertiban dalam area pasar. 

Pasal6 

PD Pasar Jaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum 
.dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedag,ing pasar, ikut 
membantu stabilitas harga dan kelancaran distrlbusi barang dan Jasa di 
pasar. 

BABV 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

BABIV 

MAKSUD DAN JUJUAN 

Pasal5 

PD Pasar Jaya · didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengelola dan 
meng~mbangkan area pasar dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan 
perekonomian· Daerah serta menunjang keuangan Oaerah. 

Pasal4 

Wilayah kerja PD Pasar Jaya berada di Provim~i Daerah Khusus lbukota 
Jakarta dan dapat berusaha di luar wilayah Provinsi· Daerah Khusus lbukota 
Jakarta sesuai ~engan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA · 

Pasal 3 

PD Pasar Jaya berkedudokan dan berkantor pusat di Jakarta. 

BAB Ill 
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sebesar 

.. BABVI 
-MODAL DASAR 

Pasal9 

(1) Modal dasar PD Pasar Jaya ditetapkan 
Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). 

Pasal6 
(1) PD Pasar Jaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat 

mengadakan kerja sama dengan badan-badan atau intansi lain baik 
Pemerlntah maupun swasta. 

(2) Dalam metaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana 
dimaksud pads ayat (1), ·PD Pasar Jaya dapat melakukan dlversifikasi 
usaha dengan Pemerintah Oaerah diluar Pemerintah Provinsi OKI 
Jakarta dengan persetujuan Dewan . 

(2) Pembinaan ·. pedagang pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e 
meliputi : · ]: 
a. memfasiHtasi kerja sama wadah para pedagang dalam kemitraan 

dengan P.lhak lain baik pada upaya ketersedlaan akses permodalan 
maup\Jn k,etersediaan komoditas barang yang dijual di pasar; 

b. memfasilitasl peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh 
para pedagang balk mengenal kualitas produk, higienltas, takaran, 
kemasan, penyajian/penataan barang. maupun dalam pemanfaatan 
fasilitas pasar; 

c. merntasllltasl peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang 
baik mel~lui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; 

d. memberikan hak prioritas kepada pedagang· lama untuk memperoleh 
tempat usaha yang baru hasil pembangunan; 

e. setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana 
bangunan, penempatan pedagang · maupun harga tempat usaha 
harus disepakati paling kurang 60% (enam · puluh persefi) pedagang 
eksisting aktif yang dibuktikan dengan pemyataan tertulis di atas 
materai; ·. 

f. memfasilitasi pemberian kredit bagl pedagang bekerjasama dengan 
lembaga keuanga·n; dan 

g. pada pasar-pasar yang baru djbangun, seluruh areal pasar seperti 
lapangan parkir, lorong, koridor tidak diperbolehkan dipergunakan 
oleh pedagang kaki lima. 

(3) Ketentuan !ebih lanjut rnenqenal pembinaan pedagang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubemur. . 
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(2) Sumber penerimaan dari pemanfaatan area pasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a antara lain meliputi : 
a. pengelolaan pasar harian atau bulanan; 

b. penjualan hak pemakaian tempat usa~~ 
c. perparqanqan hak pemakaian tempat usaha; 

d. sewa tempat usaha: 

e. jasa parkir; 

f. · jasa mandi cuci kakus (MCK); 

g. jasa listrik; 

h. jasa air dan telepon; 

1. reklame dan promosi; , 
j. pengelolaari pelataran/kaki lima; dan 
k. penerlmaan darl pengelolaan hasll usaha fasllitas penunjang. 

(1) Sumber penerimaan PD Pasar Jaya antara lain terdiri dari : 

a. penerimaan dari pemanfaatan area pasar; 

b. penerimaan jasa administrasi; 
c. hasil kerja sama; 

d. penyertaan modal; dan 
e. pendapatan:lain yang sah. 

Pasal 10 

BAB VII 

SUMBER PENERIMAAN 

(3) Dalam rangka · memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan 
· sebagalmana dimaksud pada ayat (1)·, disediakan dari laba bersih PD 
Pasar Jaya alokasi dana cadangan · umum dan Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah berupa aset, 

'.\,, 

',I 

(2) Modal dasar sebagalmana dimaksud i~da ayat (1) disetor dan 
dipisahkan. dari kekayaan o·aerah sebesaflRP 327.175.929.293,09 (tiga 
ratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus 
dua puluh sembilan ribu dua. ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan 
sen) adalah merupakan modal PO Pasar Jaya pada saat · pendirian 
ditambah Penyetoran Moctal Pemerintah Daerah dan modal yang 
berasal dari kekayaan Paser lnpres yang dialihkan kepada PD Pasar 
Jaya. 
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' (3) Untuk dapat. diangkat sebagai Direksl sekurang-kurangnya harus 
memenuhi. persyaratan sebagai· berikut. 

a. Warga Ne·gara Indonesia; - 
b. mempunyai kompetensl dan integrltas; 
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter; 
d. cakap be.rtlndak datam lalu-llntas hukum; . 
e. . tldak pemah dlhukum pldana berdaaarkan keputusan pengadilan 

yang sudah berkekuatan hukum tetap; 

BABIX 
DIREKSI 

Baglan Kesatu 
Pengangkatan 

Pasal 12 
(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur. 

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _berasal dari 
pegawai PD Pasar Jaya atau tenaga profesional yang.berkompeten. 

. (1) Susunan organlsasi PD Pasar Jaya untuk Direksi sampai dengan Kepala 
Bidang atau sederajat ditetapkan Gubemur atas usutan Direksi. 

(2) Susun·an organisasi PD Pasar Jaya untuk jabatan di bawah Kepala 
Bidang atau ~ede~jat ditetapkan oleh DireksL 

(3) Ketentuan let;>ih·lanjut mengenal organisasi dan tata kerja PD Pasar Jaya 
diatur dengari Peraturan Gubernur. 

Pasal 11 

... ~· :.~ 

(3} Penerimaan jaia administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
· huruf b antarailaln meliputi: 

. ( ... 

BAB VIII 

SUSUNAN ORGANISASI 

a. surat lzin pemakalan tempat usaha; 
b. pengalihin. hak; 
c. penggunaan fasilitas pasar; ., 
d. sertiflkat f;(ak Pemakaian Tempat Usaha; dan 
e. denda. /· 
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Direksi dalam mengelola dan mengembangkan PD Pasar Jaya mempunyai 
tugas sebagaf berikut. 

a. memlmpln dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi PD Pasar 
Jaya sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; 

Pasal 15 

Tugas dan Wewenang 

Bagian Kedua 

(1) Masa jabatan anggota Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
apabila Oitektur diangkat menjadi Direktur Utama. 

Pasal 14 

Pasal 13 

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan satu orang 
'diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. 

f. tidak pernah tertibat. dalam suatu k~giatan perusahaan manapun 
yang dinyatakan pailit: r:} 

g. mempunyai pendidikan sekurang-kurarignya Sarjana (Strata 1 ): 
h. berusia setinggi-tingginya.60 (enam puluh) tahun; 
i. bagi pegawai negeri liarus meng~ndurkan diri dari status 

kepegawaiannya; · 
j. rnernbuat dan menyajikan proposal- t~ntang vlsl, mis! dan strategi 

perusahaan serta bersedia rnernbuat perjanjian dengan Pemerintah 
Daerah untuk memenuhi komitmen sesuai dengan proposal yang 
diajukan dan disetujui oleh Gubemur; dan 

k. tidak .merripunyai' hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Sadan 
Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun 
kesamplng termasuk menantu dan ipar. 

(4) Apabila pengangkatan -Direksi telah ditetapkan dan kemudian hari 
ditemukan adanya hubungan keluarga eebaqaimana dimaksud pada 
ayat (~) huruf k, pengangkatan Direksi y~ng bersangkutan batal demi 
hukum. · · 

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) cUtetapkan dengan Keputusan 
Gubernur. 
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Direksl mempunyai wewenang sebag~i berlkut: 

a. mengangkat, memindahkar, d~an/atau memberhentikan pegawai 
perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menetapkan gajf dan tunjangan pegawai; 
c. menandatangani laporan keu.angan perusahaan; 
d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain; 
e. memberikan atau membatalkan hak sewa dan/atau hak pemakaian ~~~~· . . .. 

f. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan. 

Pasal 17 

. . 
(21. Masing-masing ) Dlreksi sesual dengan . · bfdarigi)ya dalam batas yang 

ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan 
pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi. 

(3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan· 
pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut tertuang dan pengganttnya 
belum diangkat·atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur 
Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara 

· Gubemur dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan 
tetap, maka jat:,atan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan 
penunjukan sernentara Gubemur. 

(4) · Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan 
pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat 
penggantinya· atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara 
waktu ptmplnan dan pengelolaan PD Pasar Jaya dijalankan oleh 
seorang pejabat. yang ditunjuk oleh Gubemur. 

Pasal 16 

( 1) Direktur Uta ma berhak dali berwenang bertindak atas nama Direksi. 

b. menyusun dan rnenyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
tahunan dan '5 (lima) tahunan kepada Gubernur melalui Badan 
Pengawas; · 

c, melaksanakan Rencana Ketja dan Angg·aran Perusahaan; 
d. melaksanakan pengelolaan pegawal; 
e. mengurus dan m1engeto1a·~ekayaan perusahaan; 
f. menyelenggarakan pengelotaan keuangan perusahaan; 
g. menyelenggarakan admlnlstrasl perusahaan: · 
h. mewakili PD Pasar Jaya. balk di dalam maupun di luar pengadilan; dan 
i. menyusun dan menyampalkan laporan kepada Gubemur tentang klnerja 

dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu 
waktu sesuai kebutuhan. 
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(1) Dlrekal memperoleh hak cutl sebaga! berlkut: 
a. cutl.tahunan selama 12 (dua belas) harfkerja; 
b. cull besar/cuti panJang, selama 2 (dua) bulan untuk setlap satu kall 

Jabatan; · 
c. cutl bersalln selama 3 (tlga) bulan bagt Dlrektrts ; 
d. cutl alasan pentlng; dan . 
e. cuti saklt. 

Bagian Keempat 

Cuti 

Pasal21 0 

Bagian Ketiga 

Penghasilan 

Pasal20 

(1) Penghasilan Direksl terdlrl darl 
a. gaJI; 
b. tunjangan; dan 
c. jasa produksi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai p·enghasllan Direksi sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Gubemur atas 
usul Direksi. · 

Pasal 19· 

(1) Direktur dalam melaksa~akan tugasnya bertanggung ja~ab kepada 
Direktur Utama. 

(2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung J~wab 
kepada Gubemur. 

Pasal 18 

Direksi memertukan persetujuan Gubemur dalam hal : 
a. mengadakan perjanjian c· kerja sama dengan menjaminkan aset 

perusahaan ; 
b. memiodahtan~ankan aset petusahaan: 
c. penyertaan modal dalam perusahaan lain: 
d. likuidasi area pasar: dan 
'e. alih fungsl area pasar. 



192 

,1' 

Pasal25 
(1) Direksi yang dlberhentlkan sebaga_imana dimaksud dalam Pasal 22 

huruf a, hurufb dan huruf c, diberhentikan dengan hormat. 

Gubernur, paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan 
hasil pemeriksaan Badan Pengawas harus menetapkan : 

a. Keputusan qubernur tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi 
Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 huruf C, huruf d dan huruf f; .~ 

b. Keputusan Gubemur tentang pemberhentian sementara sebagai Oireksi 
bagi Oireksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf e. · 

Pasal24 

Pasal23 

(1) Apabila Direksi diduga melakukan · salah satu perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf d dan huruf e, Badan Pengawas 
segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. 

(2) Apabila betdasarkan hasil pemeriksaan terhadap . Oireksl sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan 

· kepada Gubernur. 

Direksi diberhentikan dengan alasan : 
a. atas permintaen sendiri; 
b. meninggal dunia; 

. . 
c. karena kesehatan sehingga tidak dapat rnelaksanakan tugasnya; 
d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah 

disetujui; · 
e. terlibat datam nndakan yang merugikan PD Pasar Jaya; 
f. · dihukum pldana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 
g. terbukti ada hubungan keluarqa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 , 

ayat (3) huruf k .. 

Bagian Kelima 
Pemberhentian 

Pasal22 

I. 

(2) Pelaksanaan hak cuti sebag~lmana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
huruf b dan · huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetuJuan 
Gubernur atau,i: pejabat yang ditunjuk. . · ..; . 

(3) · Pelaksanaan cuti sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan 
huruf e dilaksariakan setelah mendapat' persetujuan Badan Pengawas. · 
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BABX 
SADAN PENGAWAS 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan 

Pasal 28 

(1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur. 
(2) Badan Pengawas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 

orang yang profesional sesuai dengan bldang usaha PD Pasar Jaya. 

Pasal27 

. (1) Sebelum pengangka~an - Direksi . definitif ditetapkan, Gubemur 
mengangkat Pelaksana Tugas Dlreksl. 

(2) Pelaksana · Tugas Direksi tldak dapat menandatanqanl surat perjanjian 
dengan pihak ketiga. 

(3). Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubemur 
untuk masa jabatan paling lama. 3 (tlga) _bulan. 

(4) Kewenangan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur secara tegas dalam keputusan Gubernur tentang 
pengangkatan yang bersangkutan. · 

Pasal26 

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Sadan 
Pengawas sudah mengajukan calon Direksl kepada Guberour. 

~ 
(6) Ketentuan lebih. lanjut mengeoai pemberian uang duka, uang pesangon 

dan uang penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. 

(2) Direksi · yang diberhentikan sebagaimana J11tnaksud dalam Pasal · 22 
huruf d, hurut e dan huruf f dlberhentikan tidak,,dengan honnat. · 

' t>, 
(3) Oireksi yang diberhentikan sebagaimana qimaksud dalam Pasal 22 

huri.Jf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang 
diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang 
besamya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabata~nya. 

(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan 
yang diterima pada bulan terakhlr Juga diberikan · uang penghargaan 
yang besamya dit~tapkan secara proporslonal sesuai masa jabatannya. 

(5) Direksi yang · diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak 
dlangkat kemball dlberikan uang penghargaan sesuai . dengan 
kemampuan PD Pasar Jaya. 
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(1) Masa jabatan Sadan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dapat 
diperpanjang untuk paling banyak 2 ( dua) kali masa jabatan. 

(2) Pengangkatan Sadan Penga~as yang kedua kali dilakukan apabila : 

a. mampu mengawasi PO Pasar Jaya sesuai dengan Program Kerja; 

b. mampu : memberikan saran strategls kepada Direksl sehingga 
PD Pasar Jaya dapat bersaing dengan perusahaan lainnya; dan 

c. mampu memberikan. pendapat. mengenai peluang usaha yang 
mengutitungkan dimasa yang akan datang. 

Pasal29 

(4) Apabila pehgangkatan Badan Pengawas telah ditetapkan, pada 
kemudian hari ditemukan adanya hubungan keluarga sebagalmana 
dimaksud peda ayat (3) huruf k, pengangkatan Sadan Perigawas yang 
bersangkutan batal demi hukum. · 

:=: • 
j. mernbuat dan .menyajikan proposal tentang visi, misi .dan strategi 

perusahaan. serta bersedia membuat perjanjian dengan Pemerintah 
Dae rah . untuk memenuhi komitmen sesuai dengan proposal yang 
diajukandan disetujui oleh Gubemur; dan 

k. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Badan Pengawas 
dan/atau Direksi sampai derajat ketiga, baik me"'!urut garis lurus 
rnaupun kesamping termasuk menantu dan ·ipar: 

a. Warga Negara Indonesia; 
b. mempunyai kompetenst dan integritas; 

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter; : . . 

d. . cakap bertlndak dalam lalu-lintas hukum; 
e. tidak p~rnah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan :i 

yang sudah berkekuatan hukum tetap; 
f. · tidak pemah tertibat dalam suatu · keglatan perusahaan manapun 

yang dinyatakan pailit; 

g. mempuiiyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata 1 ); 

h. berusia setinggi-tingginya 6_0 (enam puluh) tahun; 
i. bagi ~gawai negeri sipil harus mengundurkan diri dari status 

kepega~aiannya; 

·'·~'-·:" . ~. :··· '•·, ' . : '.,. , 

· (3) Untuk dapat diangkat sebagal Sadan Pengawas sekurang-kurangnya 
harus mernenubl persyaratan sebagai berikut : · -.,, 
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(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat 
puluh persen) dari gaji Direktur Utama. · 

(2) Sekretaris Sadan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga 
puluh lima persen) dart gajl Direktur Utama . 

. (3) · Anggota Sadan Pengawas menerima . honorarium sebesar 30% (tiga 
· puluh persen) dari gaji Direktur Utama .. 

Pasal33 

Sadan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium. 

Pasal32 

Bagian Ketlga 

Penghasilan 

Sadan Pengawas mempunyal wewenang sebag~i.berikut. 
a. memberi peringatan kepada Direksi yang .tidak melaksanakan tugas 

sesuai dengan program kerja yang telah dlsetujui; 

b. memeriksa Direksi yang diduga merugika_n perusahaaru 
c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD Pasar Jaya; dan 
d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program 

kerja Direksi tahun berjalan. 

Pasa131 

Pasal30 

Badan Pengawas -.mempunyai tugas sebagai berikut. 
a. mengawasi keglatan operasional PD Pasar-Jaya; 

b. memberikan pendapat dan saran · kepada · Gubemur terhadap 
pengangkatan dan pembementan Direksi: 

c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubemur terhadap program 
kerja yang diajukan oleh Direksi;_ 

d. memberikan pendapat cansaran kepada Gubemur terhadap laporan 
keuangan tennasuk neracadan perhitungan laba/rugi; dan 

e. memoerikan pendapat dan saran atas laporan·kinerja PD Pasar Jaya. 

i-'.; 

Tugas dan Wewenang 
l 

Bagian Kedua 
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Bagian Kelima 

Sekretarlat Badan Pengawas 

Pasal37 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Badan Pengawas 
dibantu oleh1 2 (dua) orang staf sekretariat yang di~unjuk oteh Dlrekst. 

(2) Biaya sekretarfat sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dibebankan 
kepada angg~ran PD Pasar Jaya. 

Pasal36 

(1) Apabila Sadan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, huruf d, dan huruf e, 
Gubernur segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Ba<;1an Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, 
Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja harus menetapkan: 

a. Keputusan Gubernur · tentang pemberhentian sebagai Badan 
Pengawas bagi Sadan Pengawas yang melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c. huruf d dan huruf f; 

b. Keputusan Gubemur tentang pemberhentian sementara sebagai 
Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e. 

a. atas permintaan s.endiri; 
b. meninggal dunia; 

. ' . . 

'c, k_arena kesehatan sehlngga tidal< dapat melaksanakan tugasnya; 
d. tidak melaksanakan tugas dan· wewenangnya; 
e. terlibat dala~)indakan yang meruglkan PD Pasar Jaya; dan 
f. dihukum pldana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum: tetap. · 

Bagian keempat 

Pemberhentian 

Pasal35 

Badan Pengawas; dapat diber~entlkan dengan alasan : 

Pasal34 

Selain honorarium, kepada 1:E3~,d;;a,11 P~ngawas setiap tahun diberikan jasa 
produksl. 
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Pasal41 

(1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan us aha PD Pasar Jaya kepada 
Gubernur selambat-lambatnya 3 (tlga) bulan sesudah tahun buku 
berakhir. 

(2) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlterima, dan Gubemur . tidak 
memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan keglatan 

. usaha tersebut dlanggap telah dlsahkan. 
(3) Laporan keglatan usaha sebagaimana dlmak;sud pada ayat (1) dlsahkan 

oleh Gubemur, dan pengesahan dlma~sud member! kebebasan 
tanggung Jawab kepada Dlrekai terhadap segala sesuatu yang termuat 
dalam laporan keglatan usaha tersebut. 

BAB XII 

LAPORAN KEGIATAN USAHA 
Pasal 40. 

Laporan dan kegiatan usaha PD Pasar Jaya · dlsampaikan secara berkala 
oleh Direksi kepada Gubernur dengan memberikan tembusan kepada 
Dewan. 

Pasal39· 

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) .. bulan setelah berakhimya Tabun Buku, 
Direksi menyampalkan laporan keuangan kepada Gubemur melalui 
K~tua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, termasuk 
Neraca dan Perhltungan Laba/Rugl Tahunan, setetah · diaudit oleh 
Akuntan P~blik atau instansl yang berwenang: 

(2) Neraca dan Perhltungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapat 
pengesahan dari. Gubernur memberikan perntebasan tanggu.ng Jawab 
kepada- Direksi dan Sadan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan 
laba/rugl tahunan tersebut. 

· (3) Selambat-lambatnya 3· {tiga) bulan sebelum .berakhimya Tahun Buku, 
Direksl telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
PD Pasar Jaya kepada Badan Pengawas untuk disahkan. 

(4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas . 
belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD 
Pasar Jaya yang dajukan, dlanggap telah disahkan. · 

. 
Tahun buku PD Pa~ar Jaya adalah tahun takwim. 

Pasal 38 

BABXI 

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN fQAN TAHU NAN .... 

.,:'.: .,',.\. ~ .. ' .. 
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BAB XV 

PEMBUBARAN 
. Pasal44 

(1) Pembubaran PD Pasar Jaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(2) Dalam rangk$. pembubaran PD Pasar Jaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Gu~mur meni.mjuk panitia pembubaran. 

(3) Apabila PO , pasar Jaya dibubarkan. semua hl:Jlang dan kewajiban 
keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta 
kekayaan yang meslh ada, sedangkan _apabila terdapat sisa lebih menjadi 
hak dan milik serta tanggung jaw~b Pemerintah Daerah. 

I·: 

j ~ . BAB XIV 

, TUNTUTAN DAN GANTI RUGI 
Pasal43 

Semua ketentuan · peraturan perundang-undangan tentang tuntutan 
perbendanaraan , dan tuntutan gariti rugi terhadap pegawai bukan 
Bendaharawan b'erlaku juga terhadap pegawai PD Pasar Jaya. 

. - 
a. 40% (enipat p~luh persen) untuk anggaran Daerah; 

b. 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen) untuk dana cadangan; 
c. 15% (lirria belas persen} untuk dana pensiun dan funjangan hari tua 

Pegawai PD Pasar Jaya; 

d. 15% (lima belas persen) untuk jasa produksi b~gi pegawai, Direksi 
dan Sadan Pengawas dengan batas paling -banyak 3 (tiga) kali gaji 
setiap tahun; dan 

e. 2,5% (dua koma lima persen) untuk pembinaan lingkungan dan 
sosial. .· · · 

.(2) Dana cadangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari: · 
a. 20% (dua puluh persen) untuk cadangan umum, sampai cadangan 

umum tersebut mencapai jumlah yang sama dengan modal dasar PD 
Pasar Jay_a; dan 

b. 7 ,5% (tujuh koma lima persen) untuk cadangan khusus. 

BAB XIII 
.!. 
< PENETAPAN·DAN PENGGUNAAN LABA 

Pasal42 

( 1} Penggunaan laba bersih PD Pasar Jaya setelah pajak ditetapkan 
. sebagai berikut : 
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\2. > - 
MUHAVAT 

NIP 050012362 
{ LEMBARAN DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

2009 NOMOR 2. 

'.lrnundangkan di Jakarta 
tpada tanggal 30 Januari 2009 
fsEKRETARIS. DAERAH PROVINS! OAERAH KHUSUS 

. IBUKOTAJAKARTA, 

• 

D1tetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Januari 2009 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUK A JAKARTA, 

Pasal 46 

· Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar seUap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah lnl dengan penempatannya dalam Lem.baran Daerah Pro'(insi Daerah 
Khusus tbukota Jakarta. : · · 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 45 ·. 

Pada saat Peraturan Daerah lnl mulai berlaku maka . 
a. Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahu~ 1982 tentang Perusahaan Daerah 

Pasar Daerah Khusus lbukota Jakarta sepanjang yang tidak mengatur 
mengenai Pendirian PD Pasar.Jaya; dan · 

;\ 

b. Peraturan Daera.h Nomor~ 12 Tahun · 1999 . tentang Perusahaan Daerah 
Pasar Jaya Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

dlcabut dan dlnyatakan tidak bertaku. 

.. ~; 
tf:. ~ ·rr 

(4) Pertanggungjawaban pembubar:an dilakukan oleh panitia pembubaran 
kepada Gubemur yang memberlkan p~mbebasan tanggung jawab 
tentang peketjaan yang telah diselesaikan ol~h panitla pembubaran . 

. , 
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I, 

Pasal3 
Cukup jelas. 

Pasat4 
Cukup jelas. 

Pasa15 
Cukup jelas. 

Pasal2 
Cukup jelas. 

Pasal 1 
Cukup jelas. · , 

II. PASAL DEMI PASAL: 

Di samping itu perubahan dimaksud perlu diadakan dalam.rangka mengatur dan menata } 
pertumbuhan dan perkembangan pasar yang dewasa lni mengalami kemajuan yang { 
sangat pesat. 

Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi pesatnya pembangunan kota Jakarta baik t 
sebagai lbukota Negara maupun sebagai pusat perdagangan yang semakin meningkat T 
pula, sehingga hal ini merigakibatkan pula peningkatan konsumsi masyarakat terhadap. t 
barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hart, 

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan perusahaan dalam mengurus dan mengelola pasar f 
di Provinsi OKI Jakarta perlu dilakukan perubahan terhadap landasan hukum yang ::. 
mendasari ruang gerak Perusahaan Daerah Pasar Jaya. :J 

·:~ 

I. UMUM: 
Peraturan Daerah ini merupakan pengganti Peraturan Daerah Provins! Nomor 12 ·) 
Tahun 1999 tentang Perusahaan Oaerah Pesar Jaya Propinsi Oaerah Khusus lbukota :: 
Jakarta yang bertujuan untuk lebih memberika.n keleluasan bergerak kepada PO· Pasar .r 
Jaya sebagai badan Usaha untuk mengantlsipasi persaingan yang semakln ketat pada :' 
era globalisasi serta memacu peningkatan pendapatan untuk menunjang perekonomlan J 
daerah. :; 

NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENT ANG 

· PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAVA 

PENJEtASAN," 

· ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVrNSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA . , 
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Pasal9 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah kerja sama dalam 
arti luas baik dengan perorangan rnaupun badan yang memberi kemanfaatan 
bagi PD Pasar Jaya dan tidak mengikat kekayaannya. 

Pasal 8 

Huruff 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup. jelas. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan pedagang eksisting aktif adalah pedagang yang 
memiliki Surat lzin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dan aktif beljualan di 
pasar bersangkutan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pasa17 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Jt 
Pasal 6 ::' 

Yang dimaksud dengan ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi 
barang dan jasa di pasar antara lain dengan cara memberikan lnformasi harga dan 
menyediakan sarans di pasar, memfasllitasi temu usaha, sehingga mempermudah 
ares jual beli. · 

' 
Yang dimaksud dengan jasa antara lain kegiatan perban.kan, usaha servls, bengkel, 
penjahit, salon, biro jasa dan usaha jasa lain yang ada di pasar. 

! .. 
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: . Pasal 12 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat(1) .: . 
Yang dimaksud dengan sederajat Kepala Bidang adalah jabatan satu tingkat 
dibawah Direksi seperti jabatan Kepala Satuan Pengawasan lntem, Manager, 
Kepala Divisi atau Kepala Unit. 

Pasal11 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Ayat(3) . 
Yang dimaksud dengan penyertaan modal berupa aset adalah pasar yang 
berasal dari ·pemenuhan kewajiban para investor atau sumbangan pihak ketiga 
kepada Pemerintah Provinsl OKI Jakarta yang diserahkan pengelolaannya 
kepada PD Pasar Jaya. 

Ayat (2) 
Kekayaan-Oaerah yang dipisahkan sebesar Rp 327.17?.929.293,09 (tiga ratus 
dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua'. putuh 
sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan sen) terdiri dari : · 
a. Rp 15.203.308.120,40 (lima _belas miliar dua ratus tiga juta tiga ratus 

delapan ribu ·seratus· dua puluh rupiah empat puluh sen) modal dasar peda 
saat pendirian PD Pasar Jaya. 

· b. Rp 18.251.754.2~,98 (delapan belas mlliar dua ratus llma puluh satu juta 
tujuh ratus lima puluh empat rtbu dua ratus tlga puluh enam rupiah sembilan 
puluh delapan sen) dari Penyertaan Modal Pemerintah. 

c. · Rp 293.720.866.952,88 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua 
puluh juta delapan. ratus enam puluh enam ribu sernbllan ratus lima puluh 
dua rupiah delapan puluh delapan sen) dari aset Pasar lnpres yang 
dipisahkan menjadi · aset PO Pasar. Jaya dengan Peraturan ini berdasarkan 
hasil penilai/penelitian · neraca Pasar lnpres per 31 Desember 1998 oleh 
.lnspektorat Wilayah Propinsi Daerah Khusus ,bukota Jakarta. · · 

d. Rp 172.824.070.706,91 (seratus tujuh puluh dua miliar detapan ratus dua 
puluh empat juta· tujuh puluh ribu tujuh ratus enam rupiah sembilan satu sen) 
merupakan modal yang akan dlperoleh dari PD . Pasar Jaya maupun 
pelimpahan aset dart Pemerintah Daerah yang berasal dari pemenuhan 
kewajiban pihak ketiga. 
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Huruf b 
Cukup Jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Pasal21 
Cukup jelas. 

Pasal22 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

· Hurufb 
Yang dimaksud dengan tunjangan adalah tunjangan jabatan. tunjangan 
perusahaan. tunjangan asuransl. tunjangan kesehatan dan tunjangan 
lainnya yang sah. · 

Huruf c 
Cukup jelas. 

.. ,·. -~ . 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Pasal 18 · 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal20 

Pasal··15 
Cukup jelas. 

Pasal16 
Cukup jelas, 

Pasal 17 
Cu_kup jelas. 

Pasal.14 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 
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Pasal33 
Cukup jelas. 

Pasal34 
Cukup jelas. 

Pasal31 
Cukup jelas. 

Pasal 32. 
Cukup jelas. 

Pasal28 
Cukup jelas. 

Pasal29 
Cukup jelas. 

Pasal30 
Cukup jelas. 

'. I 
'. Pasal25 

Cukup jelas. 

Pasal26 
Cukup jelas. 

Pasal27 
Cukup jelas. 

Pasal23 
Cukup jelas. · 

Pasal24 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup [etas. 

Huruf e 
Yang dimaksud tindakan merugikan PD Pasar Jaya adalah perbuatan untuk . 
kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian rnaten . 
dan non materi bagi PD Pasar Jaya. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

. ~. · .. - .. ,. ' ::· . --~ 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Huruf a . 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan cadangan khusus ad_alah dana yang dicadangkan 
untuk kepentlngan peningkatan pelayanan. · 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Yang dlmaksud dengan pembinaan lingkungan dan soslal adalah bagian 
tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan soslal yang 
direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 

Pasal42 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal35 
Cukup jelas. 

Pasal36 
Cukup jelas. 

Pasal37 
Cukup jelas. 

Pasal38 
Cukup jelas. 

Pasal39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 . . . . 
Yang dimaksud dengan laporan berkala adalah laporan tahunan dan triwulan. 

Pasal41 
Ayat (1) 

Yang dimaksud· Iapcran kegiatan usaha adalah pemaparan keseluruhan 
kegiatan PO Pasar Jaya dalam kurun waktu triwulan dan tahunan. · 

~i 
:.·:, .• , 

:·:·) :" 
•1,, ; 
:-,:.: 
,::-;" . ~ .. 
;:··.~ 

:.?~·t 
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Pasal43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pa$al45 
Cukup Jelas. 

Pasal 46· 
Cukup jelas. 

,,: .. · .. a.•·,.-_,,··,-,.:.,_.;- 


